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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2024 NOMOR 31 

 

PERATURAN BUPATI BANTAENG 

NOMOR 31 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTAENG, 
 

Menimbang   : 
 

 
 
 

 
 

 
 

a. bahwa pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar 

Makkatutu telah diatur dalam Peraturan Bupati 
Bantaeng Nomor 13 Tahun 2022 

b. bahwa     karena     adanya   perubahan    pembagian   

jasa pelayanan sesuai dengan hasil kajian presentase 
jasa pelayanan maka Peraturan Bupati tentang Pola 

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 

perlu diubah dan ditinjau kembali; 
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

peraturan Bupati Bantaeng tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. 

Anwar Makkatutu. 
 

Mengingat   : 

 
 

 
 

 
 
 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 

tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7079); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
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Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan   Umum    (Lembaran   Negara   

Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5294); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
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Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada 
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33); 
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
16. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  
Bantaeng  Tahun 2016   Nomor  5)    sebagaimana    

telah   diubah   dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10); 
 

 

MEMUTUSKAN :   
 

Menetapkan : PERUBAHAN    ATAS    PERATURAN    BUPATI   BANTAENG 
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU.  
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
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Ketentuan pasal 57 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 57 
 

(3) Dalam hal pembagian jasa dari tarif layanan ditetapkan sebagai berikut : 
a. 53% (Lima puluh tiga perseratus) untuk jasa sarana. 

b. 47% (Empat puluh tujuh perseratus) untuk jasa layanan, manajemen 
dan verifikasi. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

  

Ditetapkan di Bantaeng 

pada tanggal, 13 Desember 2024 

 Pj. BUPATI BANTAENG 

Cap/Ttd  

ANDI ABUBAKAR 

Diundangkan di Bantaeng 

pada tanggal, 13 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

  

  

 

ABDUL WAHAB 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2024 NOMOR 31 

 


